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B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan saran berupa:  

1. Kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang 

pengadilan hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah 

satu alternatif dari pelaksanaan pidana penjara  

2. Kepada pihak-pihak terkait (Penegak Hukum, KPAI, dll). Perlu dilakukan 

sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. 

3. Kepada pemerintah, perlunya menyediakan sarana dan prasarana diversi 

dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.  

4. Kepada orang tua sebaiknya dapat memahami terhadap sistem penyelesaian 

perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

5. Kepada penegak hukum terkait yang menangani kasus diversi diharapkan 

lebih mencermati aturan-aturan hukum yang mengatur tentang diversi 

supaya tidak terjadi kekeliruan dalam proses penyelesaian hukum. 
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